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ABSTRAK |
“Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Iklan Pada Media Luar Ruang
(Billboard) PT Trissi Mediatama Pariwara di Semarang”.
" Oleh : |
Diana Sylvie Istanty, SH

Pemasangan iklan media luar ruang (billboard) Swasta Nasional
Indonesia merupakan upaya untuk memberikan informasi mengenai hasil
barang dan atau jasa untuk lebih dapat dikenal oleh masyarakat, sehingga
pada akhirnya diharapkan penjualan barang dan atau jasa akan meningkat
dan pihak iklan media luar ruang (billboard) akan memungut dan

mendapatkan imbalan uang dari pemasang iklan (Biro Iklan).

Secara umum penelitian ini bertujuan mendapat informasi tentang
untuk mengetahui pelaksanaan petjanjian pemasangan iklan pada media
luar ruang PT Trissi Mediatama Pariwara di Semarang, akibat hukum bila
salah satu pihak dalam perjanjian tersebut wanprestasi dan bagaimana

bila terjadi overmacht dalam perjanjian pemasangan iklan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu
dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan
lembaga non doktinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-

kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

Pelaksanaan perjanjian pemasangan ikian pada media luar ruang
PT Trissi Mediatama Pariwara di Semarang yaitu dalam melakukan suatu
perjanjian yang telah disepakati bersama, maka faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut adalah faktor itikad baik.
Peranan itikad baik dalam perjanjian sangat penting, sebab faktor ini
dapat menetukan tercapainya pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat
dengan baik atau mengakibatkan pembatalan dari suatu perjanjian yang
telah disepakati bersama tersebut. Akibat hukum bila salah satu pihak
dalam perjanjian tersebut wanprestasi adalah jika terjadi wanprestasi
vang dilakukan oleh kedua belah pihak maka akibat hukum vang dapat
dibebankan berupa ganti kerugian vang tidak ada ketentuan khusus vang
meneaturnva schineea ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama
dalam musvawarah vane dilakukan oleh kedua belah pihak. Jika teriadi
overmacht, maka kedua helsh pihak tetap berkewsaiiban memenuhi semua
kewaiibannva. termasuk kewaiithan di dalam menvelesaitkan utane-

nintang dan administrasi lainnva vang belum terselesaikan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejalan dengan perkembangan teknologi, komunikasi massa
juga berkembang dengan pesatnya. Komunikasi massa sendiri

diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlaﬁ

khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak

atau elektronik sehirigga pesan yang saat dapat diterima secara .

serentak dan sesaat. Jadi secara sederhana komunikasi massa adalah

komunikasi melalui media massa, yaitu media elektronik seperti =

iklan media luar ruang (billboard), televisi, film dan media cetak
seperti surat kabar dan majalah.

Dalam memberikan informasinya media elektronik lebih
unggul dibandingkan dengan media cetak dalam segi‘aktualitasnya.
Inovasi terpenting yang terdapat pada iklan média luar ruang
(billboard) dan televisi ialah kemampuan menyaj ikan komentar atau
pengamatan secara langsung pada saat kejadian berlangsung. Meski
demikian iklan media luar ruang (billboard) merupakan salah satu
bentuk media elektronik yang berbeda dengan televisi. Iklan ﬁmedia
luar ruang (billboard) merupakan media audio sedangkan televisi

merupakan media audio visual.

[UPT-PUSTAK-URRIP|
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Secara umum memang televisi lebih unggul, karena televisi

merupakan power medla yang mempunyal dampak besar dalam
memper;;g;lruhl plklran sﬂ(ap dan tmgkah Iaku khalayak Tetapi di
satu sisi 1klan medla luar ruang (billboard) juga mem111k1 kelebihan,
iklan mudla luar ruang (billboard) lebih bersahabat dan terkesan

sangat pribadi serta lebih luas untuk dikonsumisi masyarakat.

Media penerangan iklan media luar ruang (billboard) -

-merupakan salah satu dari media pencrangan yang metpunyaj arti
penting dalam ikut serta hetutijang dan memadjukan petibdngunah
nasional. Karena dengan nya iklan media ludr ruang (billboard) akan
memberi penerangan mengenai hasil pembangunan, pendidikan,
hiburan dan lain sebagainya. Sehingga masylarakat akan mengetahui
pembangunan nasional yang telah dicapai dan usaha-usaha yang
akan dilakukan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat baik yang
ada di pedesaan-pedesaan maupun yang ada di kota-kota besar di
Indonesia. |

Pentingnya media penerangan iklan media luar ruang
(billboard) dalam ikut serta menunjang pembangunan nasional,
-pemerintah memberi kesempatan pihak swasta untuk ikut serta
-dalam memberikan penerangan melalui iklan media luar ruang
(billboard) . Sebagai realisasinya, maka pada tahun 1970 dikeluarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1970



tentang iklan media luar ruang (billboard). Iklan media luar ruang
(billboard) menurut peraturan tersebut adalah iklan media luar ruang
(billboard) yang ditujukan untuk dan atau kepada umum dalam
bentuk iklan media luar ruang (billboard) sebagai niedia.

Seiring dengaﬁ pf‘:ﬂ(embangan jaman dan arus informasi yang
tidak dapat dibendung "lagi maka pemerintah membuat peraturan
baru agar dapat mendukung perkembangan iklan media luar ruang
(billboard) swasta lebih mdju yang tujuannya adalah untuk
menggerakkan goda perekbnomian. Peraturan tersebut adalzih -
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2002 dimana disebutkan cialam
Pasal 1 angka (7) Tentang Pemasangan adalah :

“Media komunikasi massa yang menyalurkan gagasan dan informasi
dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang
teratur dan berkesinambungan”.

Menurut Hasanuddin sampai akhir tahun 2002, jumlah iklan
media luar ruang (billboard) non pemerintah yang terdaftar di
Propinsi Jawa Tengah terdapat 117 busah yang ter_sébar di berbagai
daerah dan khusus untuk di déf;erah Kotamadya Semarang sl.endiri
berjumlah 31 unit.’

Dengan demikian jumlah iklan media luar ruang (billboard)

swasta mempunyai jumlah yang cukup signifikan dan hal tersebut

! Hasanuddin, Prospek Iklan media luar ruang (billboard) Swasta Nasional dalam Menghadapi
Era Perdagangan Bebas, Makalah Seminar lklan media luar ruang (biilbpard)__ Swasta Nasional di
Semarang 2002, hal. 4. - B o o




membuktikan bahwa iklan media luar ruang (billboard) sangat “

dibutuhkan oleh masyarakat pendengarnya.

Karena iklan media fuar ruang (billboard) non pemerintah
sebagai badan usaha milik swasta, maka untuk membiayai keperluan
operasionalnya adalah dari usaha yang bersifat komersial. Mengenai
usaﬁa yang bersifat komersial, iklan medid luar ruang (billboatd)
swasta bekerja samd dengan pihak-pihak lain, seperti biro iklan,
-untuk membantu menyiarkan iklan produksinya kepada umum.

Pemasangan iklan media luar ruahg (billbdard) Swasta
Nasional Indonesia merupakan upaya untuk memberikan infoi‘iﬁdsi
mengenai hasil barang den atau jasa untuk lebih dapat dikenal oleh
masyarakat, sechingga pada akhirnya diharapkan penjﬁalan barang
dan atau jasa akan meningkat dan pihak iklan media luar ruang
(billboard) akan memungut dan mendapatkan imbalan ‘uang dari
pemasang iklan (Biro Iklan). Barang adalah setiap benda baik yang
berwujud maupun tak berwujud, bergerak maupun. tidak bergerak,
dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat ﬁntuk
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh

konsumen. Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk

pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk

dimanfaatkan oleh konis;u.r_rllen.

" R v ae o b vhewsed an b
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Menurut Asfrid Susanto, bahwa dari sikap-sikap tersebut |
mengenai periklanan akan tercermin hasil yang akan dicapai berupa :

1. Penjualan yang akan meningkat dan. meluas serta jumlah
pelanggan dan pemakai yang selalu rﬁeningkat.

2. Terbukanya daerah pemasaran baru disamping berhasilnya
mefnbertahankan daerah pemasaran tetdahulu.

3. Mempertahankan mutu dari barang dan jasa yang diberikan,
hal mana pelayaflan pada Kkhalayak \ farnai yang tiddk
langsung untuk pemakainya. .

4. Apabila pasaran sepi, penjualan barang dan atau jasa masih
terus bertahan walaﬁpun volume penjualannya berkurang.?

Dengan meningkatnya pemasaran barang dan atau jdsa, maka
persaingan dalam pemasangan iklan pada iklan media luar ruang
(billboard) menjngkat pula, kondisi seperti ini merupakan gejala-
menarik terhadap perkembangan huhnn pefdata, karena untuk dapat
memasang iklan harus ada pegjanjian antara pemasang iklan dengan
pthak iklan media luar ruang (billboard) swasta.

Dalam praktek perjanjian pemasangan iklan pada iklan media
luar ruang (billboard) swasta adalah pemasangan informasi yang

bersifat komersial dan layanan barang, jasa dan gagasan yang dapat

dimanfaatkan oleh khalayak dengan pemancar iklan media luar

i ot Co b 4 S
' ' . . . . 1 : :
2 Astrid Susanto, I§omumkas1 dalam Teori dan Praktek, Bina Cipta, Bandurgi!1993, hal. 20&. M

b Et



ruang (billboard). Iklan atau advertensi adalah pemberitahuan
kepada khalayak ramai mengenai barang dan atau jasa yang dijual,
dipasang di media massa“seperti majalah, koran, iklan media Iuar
ruang (billboard) dan atau televisi.®

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemasangan
Iklan Niaga adalah iklan komersial yang dipasang melalui iklah
media luar ruang (billboard) dan televisi deéngan tujuan
memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau memproinosikan
barang atau jasa kepada khdlayak sasaran unﬁJk mempenga'ruhi
konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Pemasangan iklan di ikla;l media luar rdang (i)il'lboa‘rd)
mempunyai hilai ekonomi yaﬂg besar baik bagi produsen maupin
bagi pihak ikldn media luar tiang (biilboard) swasta dan mereka
berusaha agar perbuatan yang dilakukan dalam pelaksahaannya tidak
mengurangi atau menghilangkan nilai ekonomi fersebut. Untuk
itulah sebagat tindakan pengamanan, dibuatlah suatu perjanjian yang
berhubungan dengan pemasangan iklan tersebut, yang di dalamnya
diatur rﬁengénai berbagai hal yang berkaitan dengan perlindungan

kepentingan dari pihak-pihak.

3 Poerwodarminto, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hal. 3.




Dalam hukum perdata dikenal adanya istilah perikatan

(verbintenis) dan perjanjian (overeenkomst). Perikatan mengandung.

pengertian suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan
antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas

sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.* Hubungan hukum

dalam lapangan harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum,

yaitu akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain

yang menimbuikan perikatan.

Sebaliknya, peljanjian.menganduﬁg pengertian suatu peristiwa
dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu. Sesuetu (hal) ituilah yang dalam istilah Hukum diriamakan
prestasi, yang merupakan objek perjanjian, yang dapat befuba
kewajiban bagi satu pihak dan hak bagi pihak lain.

Pasal 1338 KUHPerdata,menyebutkan bahwa perjan] iaﬁ yang
dibuat secara sah betlaku sebagai undaﬂg—undang bagi mereka yang
membuatnya, itu berarti bahwa kita dapat membuat perjanjian apa
saja, baik yang sudah diatur oleh undang~ﬁndang maupun belum.
Namun dalam pembuatar, perjanjian tersebut ada batasan-batasan

tertentu dimana dalam membuat tidak boleh bertentangan dengan

undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini diatur

dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

4 Purwahid Patrik. Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994.



Perjanjian pemasangan iklan termasuk dalam perjanjian pada
umumnya, para pihak bebas untuk menentukan isinya termasuk juga
hak dan kewajiban mereka, hal ini sesuai dengan asas kebebasan
berkontrak, dengan dasar Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian
pemasangan ikian yang dibuat oleh pihak-pihak dapat berlaku
sebagai undang-undang. Dengaﬁ demikian dapat disimpulkan bahwa
Pasal 1338 KUH Perdata menjadi dasar hukufn bagl perjanjian

pemasangan iklan.

Tujuan utaina orang melakukan perjanjian adalah untuk
mendapatkah prestdsi dari pihak lawdhnya. Namun adakaiahy&
tujuan tersebut tidak dilaksanakan para pihak, sehin;gga;
menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Pihak yang tiaeik

melakukan kewajibannya tersebut dikatakan telah melakukan

wanprestasi.

/s

Obyek perjanjian dalam tesis ini adalah pemasangan iklan,

pihak iklan media luar ruang (billboard) menyiarkan iklan dan biro -

iklan membayar setelah iklan dipasang. Namun demikian dalam
perjanjian pemasangan iklan seringkali terjadi hal-hal seperti :
terlambat dalam .pembayaran oleh si pemasang iklan (biro iklan) dan
keterlambatan dalam pemasangan iklan oleh pihak iklan medi::} luar

ruang (billboard), dan lain sebagainya. Hingga saat ini belum ada




ketentuan yang menyatakan bahwa iklan dibayar dalam waktu

tertentu, Namun antara biro iklan (agency) dan pihak iklan media ~

luar ruang (billboard) swasta sudah terjalin kesepakatan, bahwa
iklan wajar dibayar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Dalam
prakteknya pembayaran iklan lebih dari dua bulan, bahkan ada yang
sampai taliunan, penyebab keterlambatan pembayaran oleh biro iklan
disebabkan oléh pihak iklan media luar Iruang (billboard) yang
-terlambat mengirim invoice tagihan, dan tertib administrasi dari
pihak iklan media luar ruang (billboard). Akibatnya proses

penagihan ke biro iklan menjadi terlambat.

Untuk menyelesaikan keterlambatan pembayaran, jika tidak
dapat diselesaikan secara kekeluargaan, undang-undang hukum
perdata telah memberikan hak kepada pihak-pihak yang merasa
dirugikan dalam perjanjiaﬁ untuk mengajukan gugatan kepada pihak

/s

yang berwenang (pengadilan).

Iklan sangat menguntungkan dipandang dari segi bisnis,
sehingga banyak iklan media luar ruang (billboard) non pemerintah

didirikan, dengan tetap berfungsi sebagai pelayan sosial, dalam

prakteknya perjanjian pemasangan iklan sering terjadi hambatan

yang menimbulkan penyimpangan yang dilakukan oleh masing-

masing pihak, termasuk juga mengenal pemasangan iklan dimana
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materi iklan yang beftentangan dengan moral dan etika periklanan,
untuk menghindari hal tersebut pemerintah bekerja sama dengan
Komisi Périklanan Indbnesia membuat suatu undang-undang tentang
perlindungan konsumen dengan tujuan agdr konsumen terlindungi
dan tidak dirugikan akibat pemasangan iklan di iklan media luar
ruarg (billboard) dimana dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik
Indofiesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

-adalah bahwa pelaku usahd tidak diperbolelikan untuk fneﬂgiklani(ail

barang dan/atau jasa membuat pernyataan metyesatkan.

Keadaari demikian menarik perhatian  penulis untik
mengadakan penélitian guna mefiyusun  tesis ‘;P'eiaksanaan
Perjanjian Perasargan filan Padd Medid Luar Ruang (Billboard) PT
Trissi Mediatdima Pariwatd d1 Semaranig”.

PERUMUSAN MASALAH

-Berdasark'a’ri ur,aiah. tersebut  di étas, ma_.ka/ péi'tlmus'a'n
permasalaharn dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah-pelaksanéan perjanjian pemasangan iklan
pada media lvar ruang PT Trissi Mediatama Pariwara di
Semarang ?

2. Bégaimana akibat hukum bila salah satu.pihak dalam

perjanjian tersebut wanprestasi ?

Il
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3. Bagaimana bila terjadi overmacht dalam perjanjian

pemasangan iklan tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN
Secara umum peneclitian ini bertujuan mendapat informasi
tentang :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan
pada media ll'Jal'. ruang PT Trissi Mediatama Pariwara di
Semarang.

2. Untuk mengetahui akibat hukum bila salah satu pihak dalath
perjanjian pemasaigan iklan wanprestasi.

3. Untuk mengetahui cara mengatasi apabila terjadi overmacht
dalam perjatijian pemasangan iklan.

E.KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini dilarapkén dapat memberikan masukan baik ..

dari aspek teoritis maupun dari aspek praktis, Dafi aspek teoritis,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hukum perjanjian .yang
mengatur tentang perjanjian pemasangan iklan pada iklan media luar
ruang (billboard) swasta nasional. Sedangkan dari aspek prakiis,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para

pembuat kebijakan dalam membuat keputusan tentang perjanjian
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pemasangan iklan. Disamping itu juga diharapkan dapat bermanfaat

bagi kalangan pengusaha iklan media luar ruang (billboard) dan biro

iklan yang akan melakukan pemasangan iklan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini agar para pembaca dapat

memahaminya, penulis akan menguraikan dan membahasnya dalam 5

(lima) bab, yaitu :

Bab I

Bab II :

Bab Tl :

Pendahuluan, yang meﬂgUraikan Latar Eelakarig,
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan
Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Tinjauan Pustaka yang menuraikan tentang Tinjauan
tentang Perjanjian, Tinjauan tentang Iklan dan
wanprestasi dan Overmacht. Semuanya nanti akan
digunakan sebagai instrumen analisis dalam mengkaji
fakta-fakta yang berdasarkan hasil penelitiarf;

Metode Penelitian, yang akan digunakan. Peryajian
tulisan dalam bab ini memberikan pengertian tentang
strategi penulis dalam melakukan suatu penelitian serta
gambaran tentang pelaksanaan penelitian itu sendiri. Hal

ini dimaksudkan agar pembaca memperoleh gambaran

tentang : Metode Pendekatan, Tahap-tahap Penelitian,

Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian, Populasi dan
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Sampel yang dipakai, Metode Pengumpulan Data dan

Metode Analisa Hasil Penelitian. |

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan

Bab V :

diuratkan mengenai hasil penelitian dan pemBahasan
mengenai hasil penelitian yang‘ di ;iapat di lapangan,
dalam hal ini mengenai pelaksa‘naan perjanjian
pemasangan iklan pada media‘ luar ruang PT Trissa
Mediatama Pariwara di Semarang. |

Penutup. Penulis akan menarik suatu Kesimpulan yang
telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Disamping itu
Penulis juga akan memberikan Saran yang diperlukan

bagi pihak terkait agar dapat dijadikan suatu langkah

perbaikan.

e
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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN.

A.1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal
1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menydtakan bahwa

suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian

tersebut menurut para sarjana kurang lengkap karena banyak
mengandung kelemahan-kelemahan dan terlalu luas pengertiannya
-karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga
perbuatan melawdan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang
dimaksud adalah perbuatan melawan hukum."’?

Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan
hukum antara dua pihak, dimana satu pihak ada hak dan di lain
pihak ada kewajiban.18

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof.

Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjia;n adalah

' R, Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1979, halaman 49.
'8 ) Satrio, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku 1,Citra Aditya Bakti,halaman 5.
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perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari

peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak °

dua atau lebih orang-orang yang ditujukap.\ ﬁfltuk timbulnya akibat
hukum dari kepentingan salah satu pihak atés beban pihak lain atau
demi kepentingan masing-masing pihak secara ‘timbal balik."

Darj pendapat- pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan

bahwa didalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu 20

a. Ada pihak-pihak.
Pihak disini adaiah subyek perjanjian dimana sedikitnya dua
orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang
melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh
undang-undang.

b. Ada persetujuanﬁantara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan
bukan suatu perundingan. ’

c. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa

tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan

ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang,.

19 Purwahid Patrik, Hukum Perdata If, Jilid 1, 1988, halaman 1 —3.
2 Ibid, halaman 4.
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d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan
bahwa prestasi merupakan kewajibah yang harus dipenuhi, oleh
pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. |

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa
perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini
sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa
hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai
kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu
bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat
secara tertulis, maka perjanjian ini bersifat éebagai alat pembuktian
apabila terjadi perselisihan, namun dalam hal ini menurut Mariam
Darus Badrulzaman untuk beberapa perjanjian undang-undang
menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak d_ipemzhi
perisniian i tidak sah.Dengan demikian ben‘ﬁﬁ{ tertulis perianiian
tidak hanva semata-mata merunakan ai'it pembuktian saia. tetant

: . e
merunakan svarat adanva perianian.

21 Mariam Darns Badrmlzaman. Aneka Hulm Risnis, Bandung 1994, halaman 137,
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A.2.Syarat sahnya Perjanjian
Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat
syarat (Paéal 1320 KUH Perdata), yaitu : >
1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
Kesepé.katan mereka yang mengikatkan diri
adalah asas yang "esensial dari Hukum
Perjanjiéin. Asas ini dinamakan juga asas
~ konsensualisme yang menentukan adanya
perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat
dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung
arti “kemauvan” para pihak untuk saling
berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat
diri--Kemauan ini membangkitkan kepercayaan
bahwa perjanjian itu dipenuh"i. Kesepakatan
‘tidak ada arti.ﬁya apabila pé:{ianjian dibuat atas
dasar paksaan, penipﬁan atan kekhilafan.
2) Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu
| - perianiian. Mengenai kecakapan, = Subekti

menielaskan bahwa sesecrang adalah tidak

2 p Quhakti dan R Tiirasndibin Kirah Tindana-Tindone hekum Perdare Pradnva Paramit 2001, hataman

aney
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cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan
ketentuan undang-undang tidak mampu
membuat  sendiri pgrsetujuan—persetujuan
dengan akibat-akibat hukum yang sempurna.

‘ g?ang tidak cakap adalah orang-orang yang
ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang
dewasa yang ditempatkan dibawah pengawasan
(curatele), dan orang sakit jiwa.

3) Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa Hl
tertentu adalah obyek yang diatur dalam
perjanjian bisnis tersebut harus jeias, setidak-
tidaknya dapat ditentukan, jadi tidak boleh
samat. Hal ini penting untuk themberikan
jamittan atau kepastian kepada para pitiak dan
mencegeh timbulnya perjanjian bistis yang
fiktif.

4) Suatu sebab yang halal. Ini dimaksudkan bahwa
isi perjanjian bisnis tidak boleh bertentangan

dengan perundang-undangan yang bersifat
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memaksa, ketertiban umum dan atau
kesusilaan.

Kedua syarat .yang pertama dinamakan syvarat-syarat
subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangﬁya
atau subyeknya yang mengadakan perjanj' ian. Sedangkan kedua
syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena ‘:rnengenai .obyek dari

berjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang

dilakukan itu.” N

A.3. Asas —sas Perjanjian
Dalarii hukum petjanjidn (thenurut KUH Perdata) terdapat
beberapa asas :*
|. asas kebebasa_n berkontrak.
2. asas bersifat pelengkap,.
3. asas konsensualisihe,

4. asas kepribadian.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam hukum
perjanjian nasional telah mempunyai asas-asas yang disesuaikan

dengan idiologi Pancasila dan UUD 1945, yakni ’

7 R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Cetakan X111, Jakarta, 1991, hal. 1.
$ Timbang Laut,SH, Suatu Kajian Tentang Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Kredit Bank, halaman

63.
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1. asas kebebasan mengada.kém perjanjian,
2. asas konsualisme,
3. asas kepercayaan,
4. asas kekuatan mengikat, | ,
5. asas persamaan hukum,
6. asas morai,
7. asas kepatutan,

8. asas kebiasaan.

A.4. Unsur-unsur Perj anjiéﬁ.
Unsur-unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut

a. Essentalia, yaitu unsur daripada persetujuan yang
tanpa itu persetujuan tidak mungki.n ada.

b. Naturalia, yaitu unsur yang oleh uhdang-undang
ditentukan sebagai peraturan‘ yang bersifat
mengatur.

c. Accidentalia, yaitu unsur yang oleh para pihak
ditambahkan dalam persetujuan dimana undang-

undang tidak mengaturnya.

9 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, 1989, halaman 15-21.
10 R, Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan,Bina Cipta, Bandung,1979, halaman 50.




A.%, Akibat Perjanjian.

Pasal 13;'13 :1_\:{1 I Kitabh Undang-undang  Hukum Perdata
(KIJHPerdata) menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

‘ membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak.

Sedang Pasal 1339 KUHPerdata menunjuk terikatnya

persetujuan kepada sifat, kebiasaan dan undarig-undang.
Persetujuan apa yang telah diperjanjikan para pihak merupakan

kententuan-ketentuan yang bersifat menhgatur, kebiasaan dan

kepatutan.'’

A.6. Penafsiran Perjanjian.

Undang-undang imemberikan beberapa pedoman untuk

menafsirkan perjanjian,adalah sebagai berikut : 2

a. jika kata-kata perjanjian jelas dan tidak diperkenankan

menyimpang,

' 1bid, halaman 65.
12 pfariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni Bandung, 1980, haiaman 29
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. hal-hal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan, dianggap
dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas
dinyatakan,
. semua janji yang dibuat dalam perjanjian harus diartikan
hubungan satu sama lain,
. setiap janji harus ditafsirkan dalam per] aﬁj ian seluruhnya,
. jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian
orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk
keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu, |
. meskipun luasnya arti kata-kata daldm suatu petjanjian yang
disusun, perjanjian itu hanya melipliti hal-hal yahg nyata-nyata
dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat
perjanjian.
A.7. Wanprestasi dan Akibatnya dalam Perjanjién

Suatu perjanjian sebagaimana telah dijelaskan di muka,
‘selalu memuat hal tertentu. Hal tertentu itu disebutkan prestasi.
“Prestasi” adalah kewajiban yang haru dipenuhi oleh pihak

debitur dan hak yang akan dinikmati oleh kreditur. Pelaksanaan

suatu perjanjian berarti pemenuhan prestasi. Akan tetapi ada
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kalanya' pemenuhan prestasi ini tidak terlaksana yang disebabkan

olek faktor keadaan pada diri debitur.

Dalam hukum perdata dikenal istilah “wanprestasi” yang berasal
dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”. Para ahli hukum
memberi definisi tentang wanprestasi yang berbeda-beda.

Menurut Abdulkadir Muhammad "

“Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah

ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena

perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undatg”

Selanjutnya Subekti mengatakan :

“Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa ydng

dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa

atau lalai atau ingkar janji. Atau ia melanggar perjanjian”'®,

Dari definisi di atas dapat disimpulkaﬂ bahwa wanprestasi itu
mcngéndung pengertian @ debitur tidak melaksanakan kewajibannya
seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. hal ini bukan Karena
keadaan memaksa.

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorag
debitur dapat berupa 4 macam "

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

1* Abdulkadir Muhammad,Op. Cit, hal 20
1 Subekti, Op. Cit., hal. 45.
1% Subekti, Op. Cit., hal. 45.
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b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan;
¢. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Abdulkadir Muhammad adalah : 16

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tid'ak
memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam
suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan
undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-
undang.

b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik/keliru.‘Di sini debitur
melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan/apa yang
ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya
menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian/menurut kualitas
yang ditentukan undang-undang.

c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu. Disini debitur
memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam

perjanjian tidak dipenuhi.

16 Ahdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal 21.
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d. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan melakukan
sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Selanjutnya Setiawan mengatakan, bentuk-bentuk wanprestasi adalah: "’
a. Tidak memenuhi prestasi;
b. Terlambat memenuhi prestasi;
c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
Wanprestasi dalam :'w_ujud yang bagaimanapun itﬁ selalu

membawa akibat penting. Oleh karena itu harus ditetapkan lebih dahulu

apakah seorang debitur wanprestasi, dan apabila hal itw disangkal maka

dibuktikan di muka hakim. Seringkali tidak mudah untuk mengatakan

bahwa seseorang itu lalai atau alpa atau wanprestasi, sebab dalam
perjanjian itu sendiri tidak ditentukan dengan tlegas kapan suatu p.ihak
diwajibkan melakukan prestasi yang dijanj ikan. Sebagai contoh dapat
diutarakan dalam perjanjian jual-beli tidak ditetapkan kapan si pembeli
harus membdyar harga barang tadi. Sebagai jalan kehiar dari kesulitan
ini dikenal upaya hukum s&mmatie atau ingbrekesteling atau pernyétaan

.18
lalal ":

‘ 7 Setiawan, Op. Cit., hal. 13.
; '* Subekti, Op. Cit., hal 45.
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Fungsi dari pernyataan lalai penagihan adalah untuk menentukan
kapan saatnya terjadi wanprestasi. Pernyataan ini penting juga untuk
menentukan lahirnya kewajiban ganti rugi bagi debitur.

Dari kutipan tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan
Sommatie atau pernyataan lalai untuk penagihan, bukanlah menyatakan
bahwa debitur tertentu diﬁyatakan lalai melainkan suatu pemberitahuan
atau teguran dan jika debitur tidak mengindahkan teguran maka si
debitur dinyatakan lalai (wanprestasi).

Adapun cara menegur atau memberitahukan, Pasal 1238 KUH
Perdata mengatur sebagai berikut :

“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau de'rigan
sebuah akta sejenis itu telah dinya‘takan lalai atau demi perikatanhya
sendiri ialah jika menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap
Jalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Mengenai Pasal 1238 KUH Petdata di atas, Subekti mengatakan : '
“Bahwa ydng dimaksud dengan surat perintah dalam pasal tersebut
adalah surat pernyataan juru sita atau surat pernyataan tertulis. Akan
tetapi sudah lazim ditafsirkan bahwa suatu peringatan atau teguran juga
boleh dilakukan dengan lisan asal cukup tegas menyatakan desakan
agar si berHutang menunaikan prestasi dengan seketika dan dalam
waktu yang singkat. Akan tetapi dianjurkan pula agar perintah

dilakukan secara tertulis, sehingga jika terjadi pemungkiran di
pengadilan pihak debitur telah mempunyai bukti.”

1 Subekti, Op. Cit., hal. 46
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Suatu perjanjian yang tidak dilaksanakan karena kelalaian pihak
debitur akan mengakiba;ckan kerugian bagi pihak krebitur, maka untuk
ini menurut Subekti, ada empat macam sanksi yang dapat dikenakan
pada debitur karena kelalaian itu, yaitu :

a. Wajib memberi ganti rugi
b. Pembatalan perjanjian
c. Peralihan resiko

d. Dikenakan biaya perkara

Ad. a. Wajib memberi ganti rugi

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur : biaya, rugi dan bunga"
(dalam bahasa Belanda : Kosten, Schaden en Interesten). Yahg_.
dimaksud dengan istilah biaya adalah segala pengeluaran atau
pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikelu'arkan krébitl;l;. Sedang
istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan bgrang-barang kepunyaan
kreditur yang di'akibatkan oleh kelalaian si debitur dan selanjutnya yang -
dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan
keuntungan yang sudah dibayangkan. Menurut Pasal 1246 KUH
Perdata penggantian kerugian itu sendiri :

a. Kerugian yang nyata diderita (geledenverlies).
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b. Kerugian yang seharus-nya (gederferwinst).
Biaya dan kerugian dikelompokkan dalam peﬁgertian kerugian nyata.
Sedangkan keuntungan dikelompokkan d;tlam kerugian | yang
seharusnya diperoleh.

Adapun pembatasan tentang apa yang d!xaptat dimasukkan ganti
rugi, undang-undang menentukan sebagai berikut::

Pasal 1247 KUH Perdata mengatur :

Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga
yang nyata telah atau sediahya harus seperti diduganya sewaktu
perikatan dilakukan, kecuali jika hal tidak dipenuhi perikatan itu
disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.
Selanjutnya Pasal 1248 KUH Perdata mengatur :
Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena
tipu ddya si berhutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar
mengendi kerugian ydng diberikan oleh si berpiutang dan
keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang
merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.
Dari kedua pasdl tersebut, Subekti menyimpulkan "‘b'ahwa ganti rugi
dibatasi hariya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang
merupakan akibat langsung dari wanprestasi. 20
Berkaitan dengan syarat kerugian yang merupakan akibat

langsung, dalam ilmu hukum dikenal dua teori sebab akibat, yaitu teori

Adegate Verorzaking dan teori Conditio Sinequanon, sebagai berikut 2,

2 1bid hal. 48.
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L Ajaran Conditio Sineguanon (Von Buri) menurut ajaran ini
suatu akibat ditimbulkan oleh berbaéai peristiwa yané tidak
dapat ditiadakan untuk adanya aklibat tersebut. Berbagai
peristiwa tersebut merupakan suatu kesatuan yaﬁg disebut
dengan “sebab”,

II.  Ajaran Adequate Verorzaking (Von Kries) menurut 2] aran
ini bahwa suatu syarat merupakan sebab jika menurut
stfatnya pada umumnya sanggup menimbulkan akibét.

Berhubung dengan syarat dapat diduga mengenai kerugian, Subekti
mengutip Yurisprudensi yang mengatakan bahwa : Persyaratan dapat
diduga itu juga meliputi besarnya kerugian®. Jadi kerugian yang
jumlahiya 'melambaui batas-batas yang dapat diduga tidak boleh
ditimpakén képadél debitur. untuk membayarnya, kecuali jika debitur

'

melakukan tipu daya.

Ad.b. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian
Pembatalan perjanjian bertujuan membawa para pihak kembalikepada
keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah

menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang maka harus

2! Qetiawan, Op. Cit., hal. 30.
22 Subekti, Op. Cit., hal 48.
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dikembalikan. Berkaitan dengan pembatalan di atas, Pasal 1266 KUH

Perdata mengatur :

Ayat (1) Syarat batai dianggap selamanya dicantumkan dalam
perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah
satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Ayat (2)  Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum,
tetapi pembatalan harus dimintakaﬁ kepada hakim.

Ayat(3)  Permintaan ini juga harus ‘dilakukaln, meskipun syarét batal
mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan di
dalam perjanjian.

Ayat (4)  Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim
leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat,
untuk memberikan suatu jangka panjang waktu guna
kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana
tidak boleh lebih dari satu bulan.

Dari ketentuan di atas jelaslah bahwa pembatalan pérjanjian harus

dimintakan kepada Hakim. Jadi tidak mungkin-perj anj. ian itu sudah batal

secara otomatis pada waktu si debitur nyata-nyata melalaikan
kewajibannya. Dengan kata lain, bukan kelalaian gtau wanprestasi

debitur yang membatalkan perjanjian, tetapi putusan hakim.
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Ad. c. Peralihan Resiko

Mengenai resiko diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata : -
“Jika si berutang lalai akan menyerahkan, maka semenjak saat kelalaian
kebendaan adalah atas tanggungannya”. Adapun yang dimaksud dengan

resiko dalam hal ini adalah “kewajiban untuk memikul kerugian jika

terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa

barang yang menjadi obyek perjanjian™*.

Sehubungan dengan itu Subekti memberikan gambaran tentang
peralihan resiko dengan mengambil contoh Pasal 1460 KUH Perda'f;ta.
Menurut pasal tersebut resiko jual beli dipikul kepada p'err;lb‘eli
meskipun barang belum diserahkan. Kalau™ penjual itu terlambat
menyerahkah barangnya,‘ maka kelalaian ini diancam dengan
mengalihkan resiko tédi dari si peinbeli kepada si penjual, resiko itu

 beralih kepadanya.

Ad. d. Pembayaran ongkbs biaya pérkara

Seorang yang falai tentu aiian dikalahkan dalam proses peradiléﬁ.
Dalam Pasal 181 HIR cliiaitu'r bahwa : pihak yang dikalahkan diwajibkan
membayar biéy'a perkara. Oleh karena itu, apabila debitur lalai maka ia

dibebani biaya perkara.

3 1bid, hal. 52.
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Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan kreditur jika terjadi

kelalaian pihak debitur, maka debitur dapat minta :
1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi.

Jadi ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pok:o'k
(dalam hal debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali) akan tetapi
dapat juga sebagai tambahan di. samping prgstési pokoknya (deilam hal
debitur terlambat memenuhi prestasi).

Sedangkan upaya pembelaan yang dapat dilakukan debitur yang
dituduh lalai, adalah :** |

1. Méngajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmacht).

2. Merngajukan bahwa si kreditur berpiutang sendiri juga telah

lalai.

3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk

menuntut ganti rugi.

2* 1bid, halaman 80.
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Jika debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi

sebagaimana mestinya dan semua itu dapat dipersalahkan

kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi. Wanpréstasi

(kelalaian atau kealpaan seorang Debitur dapat berupa :*

a.

% Subekti, op cit halaman 45

tidak melakukan apa yang disanggupi akan
dilakukannya,

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak
memberikén prestasi. Hal itu bisa disebabkan
karetia debitur memang tidak mau berprestasi
ataﬁ bisa juga disebabkan ‘karend metriang
kre‘ditur:-obyektif tidak mungkin berpi‘é:stas-i
lagi atau secara subyektif tidak ada gunanya
lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa pettama
merI{a'l'ng I;reditur tidak bisa ldgi berprestasi
sekalipun ta mau. | |
Pada I.Jeristiwa kedua debitur sebenarnya
rﬁasih bisa berprestasi tetapi prestasi itu
sékarang, dengan 1éwatnya waktu, maka bagi

kreditur tidak ada gunanya lagi.
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b. melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi
tidak sebagaimana diperjanjikan, |
Debitur berpikir bahwa ia telah memberikan
prestasinya, tetapi dala:m\ kenyataannya yang
diterima kreditur adalah lain dari apa yang
dipe1janjii<an. '

c. melakukan apa yang diperjanjikannya tetapi
terlambat,
Debirur berprestasi, obyek prestasinya betul
tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
Orang yang terlambat berpretasi dikatakan
dalam keadaan lalai.

d. melakukan sesuatu yang menurut perjaﬁjian
tidak boleh dilakukannya. |

Terhadap kelalaian atau kealpaan debitur
diancamkan - beberapa sanksi atau hukuman sebagai
berikut :*°

1. fnembayar kerugian' yang diderita oleh

kreditur atau ganti rugi (Pasal 1243-1252),

. % 1bid, halaman 45.
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Ganti rugi bisa dikategorikan menjadi tiga
unsﬁr yaitu biaya, rugi dan bunga.

Biaya adalah segala pengeluaran atau
perongkosan  yang nyata-nyata  sudah
dikeluarkan oleh satu pihak.

Rugi adalah kerugian karena kerusakap
barang milik kreditur yang diakibatkan oleh
kelalaian debitur.

Bunga adalah k;arugian yang betupa
kehiiangan kéuntungan yang  sudah
dibayangkan atau dihitung oleh kreditur,
Pemibatalan atau pemutusan perjanjian,
Pem:batalan perjanjian bertujuan membawa
kedua pihak kembali pada keadaan sebelum
perjanjian diadakan,

peralihan resiko,

membayar biaya pefkara, jika sampal

diperkarakan di depan hakim.
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Kreditur juga dapat memilih tuntutan —tuntutan
sebagai-berikut_ 27 | |

. pemenuhan perjanjian,

2. ﬁ)emenuhan perjanjian disertai ganti rugi,

3. 'ganti rugi saja,

4. pembatalan perjanjian,

5. pembatalan disertai ganti rugi.

A.8. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan hak dan kewajiban
yang telah dijanjikan dan disepakati oleh pihak-pihak yang telah
melakukan perjanjian, agar perjanjian dapat tercapai dan dipenuhinya
suatu tujuan.
Bentuk pelaksanaan perjanjian dibagi tiga macam yaitu *
1. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
2. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu
3. Perjanjian untuk memberikan atau menyeréhkan sesuatu

Ketiga hal tersebut adalah kewajiban dari masing-masing pihak’

untuk dipenuhi. Jika salah satu pihak tidak menepati atau

7 Ibid, halaman 53.
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memenuhi janjinya, maka pihak yahg dirugikan dapat menuntut

prestasi.

Untuk menuntut prestasi tersebut diatur dalam :

a. Pasal 1240 KUHPerdata, yang menyatakan :

“Dalam pada itu si berpiutang adalah berhak menuntut akan
penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan
dengan perikatan dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan
oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan’segala sesuatu
yang telah dibuat tadi atas biaya si berhutang, dengan tidak
mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi dan
bunga jika ada alasan untuk itu.”

b. Pasal 1241 KUHPerdata, yang menyatakan :

“Apabila perikatan tidak dilaksanakan, maka sisi berpiutang
boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan
pelaksanaannya atas biaya si berpiutang.”

A.9. Overmacht (keadaan memaksa)

Overmacht sering juga disebut dengan “force majeur” yang
lazim diterjemahkan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan
yang disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga,
sehingga menyebabkan tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan.

Pengaturan overmacht secara umum termuat dalam Bagian
Umum Buku III KUHPerdata yang dituangkan di dalam KUHPerdata.

yaitu dalam :

a. Pasal 1244 XUH Perdata :
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“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti
biaya, rugi, bunga, bila ia tidak membuktikannya, bahwa hal tidak
terlaksananya atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya
perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun
tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun
jika itikad buruk tidak ada pihaknya”.

. Pasal 1245 KUH Perdata :

“Tidaklah biaya, ganti, rugi dan bunga harus digantinya, apabila

karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tak’

disengaja, si pengutang berhalangan memberikan atau berbuat
sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah
melakukan perbuatan yang terlarang”.

. Pasal 1444 KUH Perdata :

“Jika barang tertentu yang lﬁenjadi bahan persetujuan, mushah, tak
lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama
sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah

perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si

berhutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya”®.

Menurut para sarjana rneskipuﬁ Pasal 1244, 1245, 1444
I&UH Perdata tersebut mempergunakan istilah yang berbeda-beda
dalam menyebutkan keadaan memaksa namun tidaklah Berbeda
maksudnya.

Sedangkan secara khusus pengaturannya terdapat di :
Pasal 1545 KUH Perdata :
“Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar,

musnah diluar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai
gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian,

% Riduan Syaharani, Op. Cit hal 9
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dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar
menukar”.

Pasal 1553 KUH Perdata :
“Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali
musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian
sewa gugur demi hukum”.

Dari pasal-pasal tersebut di atas, dapa£ dilihat bahwa
keadaan memaksa itu ade;lah suatu kejadian yang tak terdug.a, tak
disengaja dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak
dalam suatu perjanjian serta memaksa dalam' arti para pihak
terpaksa tidak dapat memenuhi janj ihya.

Ada 2 macam ovérmacht :
1) Keadaan memaksa yang bersifat subj ektif (sementara)

Keadaan memaksa ini bersifat sementafa, deﬁgan
demikian perikatan tidak batal, hanya pelaksanadrinya yang
diturida. Jika kesulitan sudah tidak ada lagi, maka pemeriuhan
prestasi dapat diteruskan.

Dalam ke&.ldaan' memaksa yang bersifat sementara,
sifatnya hanya menangguhkan dan kewajiban berprestasi
kembali dijalankan jika keadaan memaksa tersebut sudah
tidak ada lagi, tetapi jika prestasinya tidak berarti lagi bagi

kreditur, maka perikatannya menjadi gugur.

AU Y
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2) Keadaan memaksa yéng bersifat objektif (retap)
Yaitu suatu keadaan yang tidak mungkin, dimana
perikatannya tidak dapat dipenuhi oleh siapapun. Dalam

keadaan ini perikatan menjadi batal sama sekali.

Akibat hukum dari keadaan memaksa yang bersifat

objektif atau tetap perikatan menjadi batal, sedangkan

konsekuensinya. adalah dikembalikan pada keadaan semula,

seolah-olah tidak peinah terjadi perikatan.

A.10. Berakhirnya Perjanjian
Berakhirnya suatu perjanjian menurut R. Setiawan disebabkan

oleh :

a. Ditentukan dalam perjanjian yang.dibuat oleh para pihak

b. Undang-undang telah menentukan batas waktu berlakunya
petjanjian.

¢. Para pihak atau undang-undang dapat menetukan bahwa dengan
terjadinya suatu peristiwa tertentu maka petrjanjian akan hapus.

d. Pernyataan penghentian persetujuan (opzegging) oleh salah satu
pihak atau kedua pihak.

e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
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\
f. Karena tujuan perjanjian telah tercapai.

g. Karena persetujuan oleh para pihak untuk mengakhiri persetujuan

yang telah disepakati (herroeping) 2

A.11. Perjanjian Baku

Perjanjian baku dialihkan bahasakan dari istilah yang dikenal
dalam bahasa Belanda yaitu “standart contract”,”standartvoorwarden”
atau “Contract adhesi”. Dalam hukum Inggris disebut dengan
"‘standardized contract.”*®

Istilah perjanjian baku di Indonesia sendiri belum menjadi
bahasa hukum, sehingga untuk mendapatkan pengertian apa yang
dinamakan perjanjian baku itu dapat dilibat dari pendapat sarjana,
antara lain '
E! Hondius yang menyatakan bahwa : ,
“Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertuli:s', disusun tanpa
membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak
terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.”

Mariam Darus Badrulzaman menyatakan bahwa :

“Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya yang penting
dituangkan dalam janji-janji.”

2 Setiawan, ibid, hal 60.

30 Mariam Darus Badrulzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan permasalahannya, bandung, Alumni
1981, halaman 48-52.

31 Ibid, halaman 48-52
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Jadi. perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang isi
(klausulanya) dibakukan atau dituangkan dalam\}_bentlik formulir atau
surat tanda terima, tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu, karenal
tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang’sifatnya praktis dan
kolektif.*

Dalam perjanjian baku te;*dapat syarat-syarat baku yang
merupakan syarat-syarat eksenorasi dan ada juga yang bukan
merupakan syarat-syarat eksenorasi.”

Dengan demikian syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-
syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang
masih akan dibuat yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa
membicarakan terlebih dahulu isinya. Jadi syarat-syarat ini dibuat
sendiri oleh salah satu pihak dan sepenuhnya tidak diatur ~dalam
peraturan perundang-undangan. Sedangkan syarat baku yang bukan
merupakan syarat eksenorasi adalah syarat baku yang dibuat, dimana
syafat tersebut sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan dan
sanksi tersebut sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan
pula.Sebaliknya sanksi dari pelanggaran syarat baku yang merupakan

syarat eksenorasi belumlah ada peraturannyal

32 Wukir Prayitno, Hukum Perlindungan Konsumen, Alumni Untag-Semarang, 1987, halaman 29.
33 purwahid Patrik,Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian, Semarang-Undip,1982, halaman 44.
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Dalam perjanjian baku yang ada dalam masyarakat dapat

dibedakan dalam tiga macam, yaitu : 3

. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan

oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian. Pihak
vang kuat disini adalah pihak pengusaha'atau pemberi jasa yang
lazimnya mempunyai posisi kuat dibandingkan pihak pe_nerima
jasa. ‘ ,

. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah adalah perjanjian baku
yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-
perbuatan khusus.

. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris dan advokat
adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan
untuk memenuhi permintaan dari masyarakat yang meminta

bantuan notaris atau advokat.

B.Tinjauan Umum tentang Periklanan

B.1. Pengertian Ikian

Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak ramai
mengenal barang atau jasa yang dijual, dipasang di media massa,

B . . . « o 35
seperti majalah, koran, radio siaran atau televisi.™

3 Mariam Darus Badrulzaman, op cit, halaman 58,
3% poerwodarminto, Kamus Umum Babasa Indonesia, Balai Pustaka,Jakarta,1983, halaman 322,
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Menurut pendapat Alo Liliweri menyatakan bahwa iklan
berasal dari bahasa latin yang berarti menyalurkan Vatau
menyampaikan pikiran atau gagasan kepada pihak yang lain
dengan demikian menurut pengertian ini iklan tidak ada bedanya
dengan komunikasi satu arah.’®

Ada beberapa definisi lain mengenai i'klan itu sendiri,
diantaranya adalah :37__‘

1. John W Crawfod yang menyatakan bahwa :
“Promosi penjualan merupakan bentuk ringkas dari suatu

metode untuk menjangkau suatu tingkat daya tarik yang
cepat dari penjualan secara tepat.”

ba

Spriegel yang menyatakan bahwa :

“Iklan adalah.setiap penyampaian informasi tentang barang
ataupun gagasan yang menggunakan media non personal
yang dibayar. Hal tersebut menerangkan bahwa kegiatan
periklanan mengandung unsur penyewaan ruang dan waktu
dari suatu medid masa karena ruang dan waktu'memang
dipergunakan oleh pengiklan untuk menyebar luaskan

informasi.”
3. Wright yang menyatakan bahwa :

“Tklan adalah merupakan suatu proses komunikasi yang
mempunyai kekuatan yang sangat penting sebagai alat
pemasaran yang membantu menjual barang, memberikan
layanan serta gagasan atau ide melalui saluran tertentu
dalam bentuk informasi yang persuasif.”

3 Alo Liliweri, Dasar-dasar Komunikasi Periklanan,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, halaman 17.
37 ibid, halaman 4

| t “
!
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4. The‘ American Marketing Association (AMA) menyebutkan
bahwa :

“Iklan adalah‘setiap bentuk pembayaran terhadap suatu proses

penyampaian dan perkenalan ide-ide dan layanan yang bersifat

non personal atas tanggungan sponsor tertentu.”

Dari beberapa déﬁnisi di atas dapat dikatakan bahwa
periklanan mengandung unsur penyewaan tempat atau ruang
dan waktu yang ditentukan dari suatu media masa untuk
menyebarkan informasi. Jadi penyebaran informasi ini bersifat

non personal, dan hal ini yang membedakan iklan dengan

promosi penjualan dan publikasi.

B.2. Klasifikasi Iklan

Pada dasarnya periklanan bisa bersifat informa{if,
misalnya iklan penetimaan mahasiswa baru, lowongan
pekerjaan dan sebagainya, juga bersifat persuasif seperti
penawaran mobii d;m atau sepeda motor dan barang-barang

dagang lain dari kebutuhan sehari-hari.

Periklanan pada hakekatnya adalah komunikasi_r

pemasaran dengan jalan menyewa suatu media masa.Untuk
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lebih jelasnya dapat kita lihat dari beberapa klasifikasi dibawah

ini, antara lain :*®

B.2.1. Klasifikasi iklan berdasarkan tujuan

1. Periklanan Produk.
Periklanan produk adalah periklanan yang dilakukan
seorang pengusaha pabrik‘ untuk meningkatkan
penjualan barang-barang yang dihasilkan di pasaran

dengan merek tertentu.

2. Perikiané.n institusional.
Periklaﬁan jenis adalah periklanan yang dirancang
oleh pengusaha pabrik untuk membina sikap yang
menyenaii'gk-an seluruh Kkhalayak atau sekelompok
khalayak potensial terhadap perusahaan yang

bersangkutan.

* Onong Uchjana Effendy, lklan Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1990, halaman 103.
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Periklaﬁan institusional ~ tidak  mengharapkan
tanggapém seketika dari khalayak, melainkan bérusaha
untuk membina reputasi perusahaan.

Periklanan jenis ini dilakukan juga untuk tujuan
publik relations kegiatan mensejahterakan masyarakat
seperti pencegahan kebakaran, ketertiban lalu-lintas,

pengumpulan dana untuk tujuan sosial dan lain-lain.

B.2.2. Klasifikasi iklan berdasarkan wilayah®

1. Periklanan Nasional (national advertising)

Periklanan yang dilakukan oleh para pengusaha besar,
maksud dari periklanan ini adalah dalam ruang
lingkup nasional untuk menstimulasik;m permintaan
dari pard konsumen seba;iyak—banyaknya akan produk
yang dihasilkan.

Media vafig digunakan adalah yang berlingkup

nasional, baik media cetak maupun media elektronik.

Bahasa yang dipakai adalah bahasa nasional.

% Ibid, hal. 103.
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2. Periklanan Regional (regional advertising)
Periklanan jenis ini adalah periklanan yang dilakukan
oleh dealer dalam lingkup propinsi, dalam rangka
pemasaran produknya kepada khalayak. Media yang
digunakan umumnya yang beroperasi di ibukota
propinsi yang bersangkutan.

3. Periklanan Lokal (local advertising)
Periklanan lokal sering disebut juga periklanan
pengecer (retailer advertising) adalah periklanan yang
diselenggarakan para pengecer di suatu ibuk'ota.t-
‘propinsi yang bersangkutan.
Periklanan lokal biasanya dilaksanakan oleh toko
swalayan (departemen store) atau toko-toko lainnya
dengan hatdpan khalayak membeli produk-produk

tertentu di toko betrsangkutan.

B.2.3. Klasifikasi iklan berdasarkan khalayak*

1. Periklanan Konsumen (consumer advertising)

* 1bid hal 104
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Periklanan konsumen adalah kegiatan yang dilakukan

oleh seorang pengusaha (pemilik pabrik) atau ™

penyalur (dealer) yang ditujukan kepada konsumen,
yaitu pembeli produk tertentu untuk kepentingannya
sendiri. |

. Periklanan Industrial (industrial advertising)
Periklanan jenis ini dilakukan oleh perigusaha ‘pabrik
atau distributor barang-barang industri, yang
umumnya bukan merupakan kebutuhan hidup. pribadi
(individual).

Barang—bérang industri dapat berbentuk bahan
mentah, ‘mes.in, peralatan atau barang jadi lainnya
sebagai salah sdatu unsur dari proses pembuat_ap suatu
barang yahg diperluka,n konsumen individual.

. Periklanan Niaga (frade adver‘tising) |

Periklanan riiaga adalah periklanan yang dilakukan
oleh pengusaha pabrik untuk menstimulasikan para
penyalur tunggal (wholesaler) dan para pengecer

untuk menyediakan dan menjual produk yang

dihasilkan.




B.2.4. Klasifikasi iklan berdasarkan permintaan
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4. Periklanan Profesional (profesional advertising)

Periklanan jenis ini adalah periklanan yang

dilaksanakan oleh penghasil atau distributor yang
peningkatan penjualan produknya tergantung pada
para  profesional untuk m]erekomendasikan,
mengklasifikasikan  atau  menetapkan  produk
bersangi(utan untuk para pembeli atau pemakai.

Para pengusaha pabrik obat-obatan misalnya,
mengiklankan produknya pada dokter, dengan
harapan bukan mereka sendiri yang membelinya,

melainkan agar memberikan rekomendasi kepada

yang sakit.

41

1. Periklanan permintaan primer (primary demand

advertising )

! Tbid, hal. 105.
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Periklénan permintaan primer adalah periklanan yang
dirancang untuk meningkatkan permintaan suatu jenis
produk.
Periklanan jenis ini biasanya dilakukan oleh suatu
asosiasi perniagaan atau suatu kelompok indistriawan.
Mungkin suatu produk baru diperkenalkan oleh
beberapa perusahaan pada waktu yang sama.

2. Periklanan permintaan selektif (selective demand
advertising )
Periklanan jenis ini adalah periklanan yang dirancang
untuk menstimulasikan permintaan suatu produk atau

merk khusus.

B.2.5. Kalsifikasi iklan berdasarkan penggunadni niedia®?
Media yang digunakan sebagai penyebar luas iklan
kepada masyarakat antara lain :

1. Media Cetak (printed media)
Yang dimaksud media cetak di sini adalah media

massa seperti surat kabar. Majalah, tabloid termasuk

* 1bid, hal 105.
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juga media cetak khusus yang ‘diterlsitkan atas
prakarsa humas perusahaan. Berdasarkan media cetak
inilah ikian disesuaikan yang tersedia oleh media yang
bersangkutan.
2.- Media Elektronik (electronic media)

Yang dimaknsud media elektronik adalah radio,
televisi, video dan film. Asas penggunaannya adalah
penvewaan waktu untuk  menyampaikan pesan

produk.

B.3. Kegiatan Periklanan

B.3.1. Biro iklan

Biro iklan adalah perusahasn yang bergerak di
bidang jasa periklanan baik sebagai pembuat iklan atau
hanya sebagai perantara produsen untuk memasang iklan

di radio swasta.

B.3.2. Pemasangan iklan niaga
Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2002, Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan
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komersiil yang disiarkan melalui radio atau televisi
dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan
atau mempromosikan barang dan atau jasa kepada
khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar

menggunakan produk yang ditawarkan.

B.3.3. Kode Etik Periklanan

Iklan dalam kehidupan masyarakat tidak lepas dari-
rencana pemasaran yang digunakan oleh perusahaan. Pada
awalnya pemasaran tidak ada bedanya dengan penjualan yang “
bertujuan agar hasil produksi bisa dijual. Kemudian produsen

lambat laun mulai menyadari bahwa pasar sudah mulai- jenuh

dengan adanya berbagai produk yang makin bertambah banyak, |

sedangkan konsumen makin selektif dalam memilih produk,
maka produsen mulai beralih dengan mengikuti keinginan
konsumen.

Maraknya iklan di media luar ruang tidak terlepas dari
pesatnya kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang yang
bersifat konsumtif, tetapi yang terpenting adalah sampai

seberapa jauh kebenaran suatu iklan dapat dipertanggung-




54

jawabkan. Bagaimana kondisi periklanan di Indonesia,
khususnya dilihat dari perspektif ikian sebagai sumber
informasi yang dapat dipercaya dan tidak menyesatkan bagi
konsumen.

Untuk mengatasi hal tersebut, di Indonesia telah
terbentuk Tata Cara dan Tata Krama Periklanan Indonesia dan
telah berlaku juga Kode Etik Periklanan dengan Surat
Keputusan Dewan Pers Nomor 9 Tahun 1968 tentang Kode
Etik Jurnalistik, Perusaha_an Pers dan Periklanan serta Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;-

Peraturan-peraturan tersebut berfungsi menciptakan dan
membatasi iklan menjadi tertib dan bertanggung jawab dan
lebih menghadirkan iklan yang IWCI'IIT;)I':II yang scsuai ctika,
tanpa harus kehilangan tujuannya sebagai sarana komﬁnikasi

pemasaran produk.
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C. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris Amerika),

atau consument’konsument (Belanda) artinya pihak yang

menggunakan atan pemakai barang dan/atau jasa.*

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, konsumen adalah :
“Pemakai terakhir dari benda dan jasa (Diteindelijk geruiker van
goederen endiensten) yang diserahkan ke mereka oleh pengusaha
(ondernemer)*

Sedangkan Nyi Moedjono Probopranowo, berpendapat

konsumen adalah :

“Setiap orang yang menggunakan (pengguna, pemakai, pembeli)
barang atau jasa yang dihasilkan atau yang diberikan oleh produsen
atau pengusaha”"’

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

1999 Pasal 1 Angka (2) tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen

s

adalah :

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagikepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

# Yan Pradya Puspa, kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Inggris, Aneka Ilmu, Semarang,

1997, halaman 246.
* Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit, hal 47. ; .
3 Nyi Moedjono Probopranowo, Melalui Hak-haknya Konsumen Dapat Hidup Sehat, Majalah Pusara,

November 1986, hal 429,
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Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan
‘bahwa konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan jasa yang
dihasilkan oleh produsen atau pengusaha.

Sedangkan pengusaha menurut Pasal 1 angka (3) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah :

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi”,

D. Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan jasa merupakan
kebutuhan pokok, sebelﬁm konsumen menggunakan uangnya ,
misalnya dari gaji,upah, honor atau apapun namanya untuk
mengadakan transaksi terhadap barang dan jasa tersebut.

Dengan adanya suatu transaksi konsumen dimaksudkan akan
diadakan hubungan hukum yaitu jual beli, sewa menyecwa, pinja¥n

meminjam dan sebagainya yang mengandung perikatan mengenai

produk konsumen dengan pelaku usaha.

Salah satu informasi tentang barang dan jasa konsumen yang

diperlukan konsumen, tampaknya yang  dapat mempengaruhir

' S
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khalayak saat ini adalah informasi yang ber_sumber dari pelaku usaha
sendiri dalam bentuk iklan atau label.

Iklan adalah bentuk informasi yang umumnya bersifat sukarela,
sekalipun saat ini diatur dalam undang-undang tentang perlindungan
konsumen, yaitu yang tertuang dalam Pasal 9,10,12,13,17 dan Pasal
20. Undang-undang tentang periklanan sendiri saat ini di Indonesia
belum ada, karena itu tentang periklanan. harus dicari dalam berbagi
peraturan perundang-undangan yang lain yang memuat tentang
periklanan.

Sebagai pemakal barang dan jasa, konsumen mempunyai
beberapa hak yaitu :*¢ |

1. Hak atas keamanan dan keselamatan.

2. Hak untuk mendapatkan informasi.

3. Hak untuk memilih.

4. Hak untuk didengar pendapatnya.

5. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang
bersih dan sehat.

Didalam memproduksi iklan, pihak perusahaan periklanan

dibatasi dengan kode etik yang telah ditanda tangani oleh 5 (lima)

# Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000, halaman 115.
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asosiasi (termasuk Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) pada
tanggal 17 September 1981. Kode etik tersebut disempurnakan lagi
dengan ditandatangani oleh 7 (tujuh) perusahaan pada tanggal 17
Agustus 1996. Ketujuh instansi tersebut adalah :
1. Asosigsiu Perusahaan Media Luar Ruang Indonesia
(AMLI). '
2. Asosiasi Pemrakarsa dan Penyantun lklan Indonesia
(ASPINDO).
3. Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia
(GPBSI).
4. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI).
5. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
(PRSSND...
6. Serikat Peherbit Surat Kabar (SPS). ~

7. Yayasan Televisi Republik Indonesia. i

Salah satu contoh yang harus diperhatikan dalam
penyiaran iklan di media luar ruang adalah iklan obat-obatan

yang beredar di masyarakat, dimana hampir semua iklannya

*7 Ibid, halaman 117.
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adalah iklan yang menyesatkan konsumen atau tidak terbukti
kebenarannya dan tidak jujur.
Untuk melakukan pengawasan terhadap iklan obat-

obatan tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri
Keschatan dan Menteri Penerangan Nomor 252/Menkes/SKB/
VII1/80 dan Nomor 1l22/Kep/Menpen/ 1980 tentang Pengendali-
an dan Pengawasan Obat, Makanan, Minuman, Kosmetika dan
Alat-alat Kesehatan (OMKA).

Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut Ménteri
Kesehatan berkewaj iban mengawasi materi periklanan sesuai
dengan kriteria teknis,l medis dan etis, sedangkan Menteri
Penerangan melakukan pengawasan materi secara umum.
Karena Departemen Penerangan pada saat ini sudah tidak ada,
maka Komisi Penyiaran Indonesia yang melanjutkan tugas-

tugas tersebut.
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o ! BAB II1

METODE PENELITIAN

A.METODE ?ENDEKATAN
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis‘empiris
yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara
“hukum dengan lembaga non doktinal yang bersifat empiris dalam
menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.'
Dalam penelitian ini dititikberatkan pada langkah-langkah
pengamatan dan analisa yang bersifat empiris. Pendekatan
penelitian akan dilakukan pada PT Trissi Mediatama Pariwara di

Semarang.

B.RUANC LINGKUP DAN LOKASI PENELITiAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan pada media luar ruang
PT Trissi Mediatama Pariwara di Semarang. Sebagai tempat/lokasi

penelitian ini adalah di PT Trissi Mediatama Pariwara di

! Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,
Jakarta, Cetakan Kelima, 1994, halaman 34,
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Semarang karena ~disana akan ditemukan jawaban dari
permasalahari yang akan diteliti.

Dari penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu laporan
yang bérsifat deskriptif analitis yang melukiskan secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu yang dimaksud

sebagaimana tersebut di atas.

C.TAHAP-TAHAP PENELITIAN
| Dalam penelitian ini akan dilaksanakan dua tahapan
penelitian, yaitu tahap persiapan dan tahap peiaksanaan penelitielm
yang dilaksanakan pada bulan J anuari dan Maret tahun 2004.
Tahap persiapan penelitian yaitu mempersiapkan segala
prosedur yang diperlukan untuk penelitian di lapangan. Kegiatan

ini dimulai dari penyusuhan proposal penelitian yang meliputi :

menentukan metode yang digunakan, menetapkan lokasi’

penelitian, merumuskan instrumen penelitian, menentukan
populasi dan sampel penelitian.

Tahapan penelitian yaitu tahap penelitian yang dilakukan
di lapangan untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam

menganalisis hasil penelitian. Hal ini ini dimaksudkan untuk
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memperoleh jawaban atas persoalan penelitian yang. telah
dirumuskan. Dalam mendapatkan data yang benar dan akurat maka
diperlukan instrumen penelitian berupa perta;lyaan secara langsung
dan melalui kuesioner yang dibangun dari indikator empirik
kepada responden térpilih, ini karena draft akta perjanjian
pemasangan iklan dari PT Trissi Mediatama Pariwara di Semarang
tersebut diatas  sudah berbentuk baku schingga cukup cléngan

[amphes)

wawancara. -

D.POPULASI DAN SAMPEL

1.Populasi

Pengertian populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam

wilayah penelitian, maka penelitian merupakan populasi studi
atau disebut juga pOpuléSi atau studi sensus.”
Yang menjadi ‘pop‘ulasi dalam penelitian ini adalah
| | karyawan bagian pemasangén iklan pad;l PT Trissi Mediatama

Pariwara di Semarang karena mereka dianggap mengetahui

lebih banyak mengenai permasalahan yang akan diteliti.

2 Suharsini Arikunto, 1996, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Renika Cipta, Rajg
Grafindo Persada, Jakarta, halaman 113,
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2.Sampel
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
teknik purpose sampling, artinya penarikan sampel dengan cara
mengambil subyek didasarkan pada tujuan terte1.1tu3 , yaitu :
1. Pimpinan PT Trissi Mediatama Pariwara di Semarang.
2. Karyawan bagian ﬁemasangan iklan PT Trissi

Mediatama Patiwara di Semarang,

E.TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam  penelitian  penulis  menggunakan  teknik -

pengumpulan data sebagai berikut A
(1) Data Primer, yaitu data yarg diperoleh langsung dari
sumbernya, diamati dan dicatat oleh pihak pertama.
Data Primer diperoleh dengan metode : /
a. Wawancara, yaitu pengumpulan data
mengadakan tanya-jawab kepada karyawan

bagian iklan PT. Trissi Mediatama Pariwara di

| Semarang.

3 Ronny Hanitijo Scemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan

Kelima, 1994, halaman 34. . . N
* Ronny Hanityo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan J urimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,halaman 34
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b. Metode angket/questiciper yaitu suatu
pengumpulan data derigan menggunakan daftar‘
pertaﬁyaan kepada responden.

(2) Data Sekun(ier, yaitu data yang secara tidak langsung
dipetoleh dari sunihemya, tetapi melalui pihak kedua. Data
sekunder ini bisa diddpatkan dengan cara :

a.liberary Research (Riset Kepﬁstakaan), yaitu :

» Membaca bukujbuku atau literatur-literatur sehubungan
dengan periklanén dan hukum perj anjian.

« Membaca baik majalat, jurnal, artikel media massa
maupun berbagai bahdn bacaan termasuk bahan kullah
dan kepustakdah lainnya.

b.Dokumentasi; yaitii data yang diperoléh langsuhg dari
laporan yang dimiliki oleh kantor PT. Trissi Mediatama

Pariwara di Sémidrdng.

F.ANALISA DATA

Analisa data yang dilakukan menggunakan metode analisis
deskriptif kualitatif  yaitu sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
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dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini
diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut secara holistik
(utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau
institusi ke dalam variabe! atan hipotesis, tetapi perlu

memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan..’

5 Lexy Moeleong, 1990, Metode Penelitian Kuaiitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, halaman 3.
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BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan secara khusus
mengenai hasil penelitian yang di dapat dari lapangan tentang

pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan pada Mediatama

Pariwara PT Trissi Mediatama Pariwara di Semarang, akibat

hukum bila salah satu pihak dalam perjanjian pemasangan iklan
wanprestasi dan cara mengatasi apabila terjadi overmacht dalam

perjanjian pemasangan iklan.

. Pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan pada Mediatama

Pariwara PT Trissi Mediatama Pariwara di Semarang
A.1.Perjanjian Kerja Sama PT Trissi Mediatama Pariwara dan
PT.Unimitra Kharisma
,
Dalam melakukan suatu perjanjian yang telah disepakati
ersama, maka faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian
ut adalah faktor itikad baik. Peranan itikad baik dalam
perianiien sangat penting, sebab faktor ini _dapat menetukan
tercapainya pelaksaﬁaan perianjian vang telah dibuat dengan baik

atau mengakibatkan pembatalan dari suatu perianiian vang telah

disenakati hersama tersebutf. Seperti disebutkan dalam Pasal 1338
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KUH Perdata, maka setiap orang dapat dengan bebas membuat
serta menentukan isi dan bentuk perjanjian yang hendak dibuatnya.
Tetapi hal tersebut tidaklah cukup demikian saja, perlu tindakan
lebih lanjut yaitu pelaksanaan isi perjanjian tersebut. Para pihak
dituntut untuk tidak saja melaksanakan apﬁ yang sudah mercka
sepakati bersama tetapi juga melaksanakan isi perjanjian tersebut
dengan itikad baik.

Peranan itikad baik dalam suatu persetujuan atau perjanjian
dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pra persetujuan,
pelaksanaan .dan penutupan persetujuan.

Dalam tahap pra persetujuan itikad baik membebani pihak
yang lebih banyak mengetahui dalam masalah tersebut harusiah
herbicara banyak. Ini dimaksudkan agar pihak lawan dapat
mengetahui benar mengenai hal yang hendak diperjanjikan
tersehut serta unmk mencegsh timbulnva kesepakatan yang keliru
'dari pihak lawan terhadap obyek tertentu '}fang hendak
dinerianjikan.

Pelaksanaan pérsetujuan itikad baik menuntut para ;ﬁhak

agar tidak menggunakan kelalaian - pihak lawan untuk

menguntungkan diri sendiri serta para pihak dalam melaksanakan

nersefutuan tersebut harus bertindak sesuai dengan kesusilaan.

Leadilan dan kehincaan
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Dalam tahap penutupan persetujuan itikad baik menuntut

para pihak untuk berlaku sesuai dengan kebiasaan, kesusilaan dan

tidak mempengaruhi pihak lawan.
Perjanjian Kerja Sama, menyebutkan bahwa apabila
pengelolaan terlambat menyetor pembayaran yang menjadi hak PT

Trissi Mediatama Pariwara maka dikenakan denda 2,5 “p, (dua

setengah permil) setiap hari jumlah pembayaran yang harus disetor

- sejak pemberitahuan kekurangan setoran dari PT Trissi Mediatama

Pariwara.

Jika dilihat ketentuan tersebut di atas, maka justru bahwa
dalam Perianjian ﬁerja Sama tidak terdapat ketentuan mengenai
batas waktu pembajfaran denda kepada PT Trissi Mediatama
Pariwara, vaitu paling lambat 40 (empat puluh) hari, vang ada
dalam perjanjian kerja sama, yaitu ketentuan batas waktu
penyetoran paling lamb'at 15 (lima belas) hari. Ketentuan ini

selengkapnya dikatakan bahwa apabila keterlambatan menyvetor

pembavaran pemasangan iklan lebih dari 15 (lima belas) hari

jadwal waktu vang telah ditentukan, maka disamping dikenakan

denda vang dimaksnd. nga dikenakan sanksi tambahan vaitu

berupa pencopotan papan ikian oleh PT Trisst Mediatama Pariwara

sampal setorannva dilunasi.
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Dimungkinkan pemohon pemasangan iklan untuk dapat
mengajukan klaim apabila iklan yang diajukannya pada'saat
yang disepakati tidak dipasang atau dicopot sehelum jangka
waktu berakhir, maka hal itu dipandang tidak efektif.

Tentang pemberian ganti kerugian kepada pemohon
pemasangan iklan, yang iklannya tidak dipasang pada waktu
yang disepakati atau dicopot sebelum jangka waktu perjanjian
berakhir dan mengakibatkan kerugian pada barang vang
ditklankan, ternyata dalam praktek diketahui, bahwa pihak PT

: .y . :
artwara tidak eelaly hercedia untnk kot
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menangeung resikonva. sehingga setiap pemohon pemasangan
tklan harus tetap menanggung resikonva sendiri.

Tal itu dischabkan. PT Trissi Mediatama Pariwara
menganggap hal tersebut tidak ada kaitannva denean
pemasangan iklan vang dilakukan oleh perusahaannva dan

tidak ada dalam perjanjian vang telah disepakati.
A2 Hak dan kewsaiiban Para Pihak.
Suatu perianiian adalah suata peristiwa dimana dua

orang atau lehih saling beranii untuk melaksanakan sesuatu.

Sesuatu rhall  ituiah  vang  dinamakan prestasi, vang
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merupakan obyek dari perjaﬁjian, berupa kewajiban bagi
pihak-pihak.
Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian fersebut adalah :
a. PT Trissi Mediatama Pariwara di Semarangﬁ.
b. PT Unimitra Kharisma di Jakarta.

Secara khusus perjanjian pemasangan iklan belﬁm ada
pengaturannya dalam undang-undang, sehingga para pihak
bebas menentukan isi, hak dan kewajiban masing-masing,
berdasarkan kesepakatan yang telah disétujui.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban daldm
perjanjian pemasangan iklan adalah :

1) Hak Iklan Mediatama Pariwara (Billboatd)
a. Menerima pembayaran pemasangan iklan tepat pada
waktunya
b. Menerima copy iklan yang akan dipasang
¢. Menolak copy iklan apabila tidak memenuhi ketentuan
periklanan
2) Kewajiban Iklan Meﬁiatama Pariwara (Billboard)
a. Memasang iklan sesuai dengan surat order pemasangan
iklan |
b. Memberikan bukti pemasangan iklan

¢. Memelihara materi iklan dalam keadan baik
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3) Hak Pemohon Iklan
a. Hak untuk dipasang iklan yang disepakati.
b. Meminta iklan untuk dipasang sesuai dengan order
pemasangan iklan.
c. Mendapatkan bukti Mediatama Pariwara (Billboard)
iklém (logbook)
d. Membatalkan ordez; pemasangan iklan sebelum iklan
dipasang
4) Kewajiban Penla':sang Iklan
a. Menyerahkan materi iklan pada waktu yang ‘telah
ditentukan. ‘
b. Membayar biaya/tarif pemasang iklan.
¢. Mematuhi ketentuan-ketentuan periklanan.

Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian
merupakan kesatuan yang harus selalu ada, karena jika salah
satu pihak hanya menuntut haknya saja dan tidak memenuhi
kewajibannya, maka perjanjian akan menjadi berat sebelah.
Oleh karena itu undang-undang memberi hak kepada pihak
yang dirugikan dalam perjanjian untuk menuntut pihak yang
merugii(an kepada pihak yang berwenang (pengadilan).

Sudah disebutkan di muka bahwa hak dan kewajiban

pihak-pihak tidak disebutkan secara terperinci dalam surat order
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pemasangan iklan. Dalam surat order hanya disebutkan pihak
iklan Mediatama Pariwara (Billboard) swasta, pemohon iklan,
barang dan jasa yang diiklankan, tanggal pemasangan, jam siar,
frekuensi pemasangan dan biaya/tarif pemasangan iklan yang
harus dibayar serta syarat-syarat umum pemasangan iklan.

Pada umumnya perjanjian pemasangan iklan di iklan
Mediatama Pariwara (Billboard) swasta, pihak iklan hanya
memasang materi iklan yang sudah jadi dari pemohon iklan.
Tetapi apabila diminta iklan Mediatama Pariwara (Billboard)
swasta juga dapat memﬁuat materi iklan sesuai dengan

permintaan dari pemohon iklan.

A.3.Berakhirnya Perjanjian Pemasangan Iklan Media luar
ruang (Billboard) Swasta
Seperti perjanjian pada umumnya, perjanjian pemasangan
iklan pada iklan Mediatama Pariwara (Billboard) swasta akan

berakhir setelah para pihak sudah melaksanakan hak dan

kewajibannya, yaitu pihak iklan Mediatama Pariwara -

(Billboard) memasang iklan sesuai dengan surat order
pemasangan iklan dan pihak pemohon iklan membayar tarifnya.
Perjanjian pemasangan iklan komersial biasanya dengan

periode waktu tertentu seperti satu minggu, satu bulan dan

1
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seterusnya tergantung pesanan (order) pemasangan iklan.

Dalam hal pembayaran tarif, ada pembayaran di muka dan

pembayaran di belakang. Biasanya pemohon iklan melakukan
pembayaran di belakang.

Pembayaran di belakang maksudnya adalah iklan dibayar

setelah dipasang, dengan mengirimkan surat tagihan dan bukti

Mediatama Pariwara (Billboard) iklan kepada pemohon iklan.

Sehingga untuk memasang iklan dengan pembayaran iklan di

belakang, perjanjian akan berakhir setelah pemohon iklan
membayar tarif pemasangan iklan.

Untuk pemasangan ik‘lan dengan pembayaran di muka,
perjanjian berakhir setelah iklan dipasang, derﬁikian juga
dengan tanpa pembayaran (barter) maka perjanjian berakhir
sctelah iklan dipasang oleh iklan Mediatama Pariwdra
(Billboard). y

Kemungkinan lain berakhirnya perjanjian pemasangan
iklan adalah dengan adanya pembatalan pemasangan iklan oleh
pemchon iklan. Pembatalan pemasangan iklan dilakﬁkan
dengan mengirimkan surat pembatalan iklan. Setelah surat
pembatalaﬁ dite;'ima- oleh pihak iklan Mediatama Pariwara
(Billboard), maka perjanjian pemasangan iklan berakhir

(sebagian atau seluruhnya). Pembatalan pemasangan iklan dapat
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dilakukan terhadap iklan yang belum dipasang. Oleh karena itu
tklan yang tclah dipasang scsuai order sebelum diterimanya
surat pembatalan pihak pemasang iklan wajib membayar tarif
sesuai perjanjian, y__ané telah disepakati.

Menurut Pasal 133é KUH Perdata :
“Petjanjian yang telah dibuat secara sah tidak dapat ditarik
kembali tanpa sepakat oleh kedua belah pihak atau alasan-
alasan yang undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.
'Pemasangan iklan dimungkinkan pembatalannya sebelum
dipasang adalah karena berdasarkan asas kebebasan berkontrak
seperti tercantum dalam Pasal 1338 ayz'lt (1) KUH Perdata dan
juga terbukanya hukum perikatan. Menurut terbukanya hukum
perikatan, para pihak dapat membuat undang-undang bagi
mereka yang membuat perjanjian. Oleh karena itu pasal-pasal
dari hukum perikatan dapat dikesampingkan .dan berlaku
sekedar para pihak tidak mengaturnya. Dalam surat order
pemasangan iklan didalamnya tercantum - klausula yang
menyatakan “order” ini dapat diubah atau dibatalkah seébelum
dipasang. Klausula yang demikian telah disepakati oleh para
pihak. Oleh karena itu pembatalan perjanjian pemasangan iklan

oleh pemohon iklan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak

dan terbukanya hukum perikatan.
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Dalam klausula juga dicantumkan bahwa berakhirnya
perjanjian pemasangan iklan dapat terjédi karena kebangkrutan
pemohon iklan ataupun iklan Mediatama Pariwara (Bil]b'oard)

melakukan likuidasi secara sukarela atau terpaksa dilikuidasi.

B.Akibat hukum bila salah satu pihak wanprestasi

Perjanjian yang dibuat secata sah berlaku sebagai
undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Akan tetapi kemungkinan suatu ﬁérjanjian yang telah dibuat
tidak dilaksanakan, hal ini tidak sesuai dengan tujuan utama dati
suatu perjanjian, pelaksanaaﬁ perjanjian pada hakekatnya adalah
pemenuhan hak dan kewajiban (prestasi).‘

Menurut Abdul Kadir Muhammad, prestasi adalah esetisi
daripada perikatan. Apabila esensi ini tercdpai dalam arti
dipenuhi oIeH debitur, maka perikatan itu berakhir. Adapun
sifat-sifat prestasi adalah :

1) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
2) Harus mungkin

3) Harus diperbolehkan (halal)

4) Harus ada manfaatnya.bagi kreditur

5) Bisa terdiri dari satu atau serentetan perbuatan

UpT-PUSTAL-UHBIP
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Jika salah,satu atau semua sifat ini tidak dipenuhi pada

prestasi itu, maka perikatan itu dapat menjadi tidak berarti dan

perikatan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.

Akibat hukum bila terjadi wanprestasi biasanya sudah

dicantumkan dalam perjanjian pemasangan terscbut. Demikian
pula dengan petjanjian pemasangan iklan di ‘iklan Mediatama
Pariwara (Billboard) swasta.

Dalam perjanjian pemasangan iklan pada iklan
Mediatama Pariwara (Billboard) swasta nasional, kemungkinan
terjadinya wanprestasi (ingkar janji) cukup besar, sebagian
pemohon iklan yang paling sering melakukan ingkar janji
tersebut. Bentuk ingkar janji yang paling terjadi adalah :

1) Pemohon iklan terlambat membayar harga iklan pada waktu
yang telah dijanjikan |

2) Pemoh.on iklan secara mendadak memba‘galkan order
pemasangan iklan

Adapun hambatan-hambatan dalam pembayaran iklan
antara lain disebabkan : |
a. Bukti tagihan yang dikirim hilang atau tidak sampai ke
| alamat pemasang iklan

Surat tagihan dan bukti Mediatama Pariwara

(Billboard) disebutkan antara lain : “tagihan disertai bukti
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Mediatama Pariwara (Billboard) harus sudah kami terima
(pemasang) paling lambat 1  (satu) bulan sételah
pelaksanaan order kami perbulaﬁ, apabila kami tidak
menerima tagihan serta bukti Mediatama Pariwara
(Billboard) dalam waktu 2 (dua) bulan order tersebut kami
anggap tidak dilaksanakan”.
b. Setelah surat tagihan dan bukti iklan diterima pemochon
iklan tidak segera membayar
Dalam perja_njian pemasangan iklan pada iklan
Mediatama Pariwara (Billboard) swasta, perjanjian tersebut
telah ditentukan waktunya. Sehingga apabila pada waktu yang
telah ditentukan oleh kedua pihak, kemudian para pihak tidak
memenuhi kewajibannya, taka para pihak dikatakan
wanprestasi atas petjanjian tersebut.’
Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh Iklan Mediatama
Pariwara (Billboard) adalah :
1) Iklan Mediatama Pariwara (Billboard) Swasta lupa tidak
memberitahukan kepada pemohbn iklan jika ada perubahan-
perubzhan aturan yang baru di iklan Mediatama Pariwara

(Billboard) swasta tersebut.

! Wawancara dengan Suharno, bagian pemasangan iklan, Juli 2004.
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2) Tklan Mediatama Pariwara (Billboard) \"Swasta baik disengaja
maupun tidak, tidak memasang iklan pada tanggal, hari dan
jam yang telah ditentukan.

Tetapi menurut Setiawan, meskipun dalam suatu
persetujuan waktu p}estasi telah ditentukan fetapi ini belum
berarti bahwa terakhir bagi debitur untuk memenuhi
prestasinya. Hal ini disebabkan karena seringkali penentuan
waktu yang dimasukkan bahwa debitur tidak di;.,vaj ibkan untuk
memenuhi kewajiban atas prestasinya sebelum waktu tersebut’.

Dalam perkara perdata, hukuman bagi pelanggar
perjanjian ditetapkan oleh hakim berdasarkan undang-undang
atas permintaan pihak yang merasa dirugikan.

Apabila terdapat cidera janji (wanprestasi) dalam
perjanjian perhasangan iklan, dan bilamana Ijihak—pihék tidak
memenuhi kewajibannya, maka pihak yang wanptestasi harus
tetap memenuhi kewajibannya sampai prestasi itu dilaksanakan.

Apabila pihak pemohon iklan tidak dapat membayar tarif
iklan tepat pada waktu yangtelah ditentukan, maka i)iasanya
pihak iklan Mediatama Pariwara (Billboard) memberikan
jangka waktu untuk pelﬁbayaran, yaitu 2 (dua) bulan setelah

iklan dipasang, pemohon iklan harus sudah melunasi

2 Wawarcara dengan Setiawan, bagian umum, Juli 2004
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pembayaran. Selama ini penyelesaian jika ada pihak yang
wanpfestasi diselesaikan dengan musyawarah.

Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah,
maka pihak yang merasa dirugikan dapat nﬁengajukan tuntutan
ke pengadilan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada pengajuan
tuntutan  tersebut ke penga'dilan, Ikarena masih  dapat

diselesaikan secara musyawarah.

C.Cara mengatasi apabila terjadi overmacht dalam
perjanjian pemasahgan iklan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu

dalam Pasal 1244 disebutkan :
“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum
mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat
membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tetap
dilaksanakannya petikatan itu, disebabkan karena suatu hal
yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan
padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada
pada pihaknya”.

Dari pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa keadaan
memaksa itu adalah suatu kejadian yang tak terduga, tak
disengaja dan tak dapaf dipertanggungjawabkan kepada para'
pihak, dalam arti para pihak terpaksa tidak dapat memenuhi

janjinya.
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Keadaan memaksa (overmacht) dalam perjanjian
‘pemasangan iklan pada iklan Mediatama Pariwara (Billboard)
swasta pada umumnya dilakukan oleh pihak iklan, biasanya
disebabkan oleh gangguan listrik atau gangguan alam.

Pelaksanaan perjanjian pemasangan. iklan  sudah
ditentukan dan disetujui oleh pihak-pihak dalam surat order
pemasangan iklan sechingga apabila pihak iklan Mediatama
Pariwara (Billeard) dalam memasang iklan tidak sesuai dengan
surat 6rder atau tidak dapat memasang iklan, maka iklan
Mediatama Pariwara (Billboard) dikatakan tidak dapat
memenuhi kewaj ibanny.a dengan baik.

Overmacht (keadaan memaksa) yang .terjadi pada
perjanjian pemdsangan iklan iklan Mediatama Pariwata
(Billboard) swasta thenimbulkan kesulitan dalam hal
berubahnya jath pemasangan iklan. Adapun /penyelesaian

hambatan yang disebabkan keadaan memaksa tersebut adalah

dengan musyawardh, biasanya iklan yang pelaksanaan -

pemasangannya tctlambat maka iklan tersebut akan dipasang
pada kesempatan pertama setelah hambatan itu berakhir. Akan
tetapi kalau iklan tidak dapat dipasang maka pemochon iklan
akan membayar tarif dikurangi iklan yang tidak dipasang

1

tersebut.
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D. Tanggung Jawab Para Pihak pada Iklan yang Menyesatkan

Iklan . Mediatama . Pariwara  (Billboard) swasta

menggantungkan pembayarannya dari iklan yang dipasang,

sehingga iklan Mediatama Pariwara (Billboard) swasta harus

menghadapi pilthan sulit di- satu sisi harus mendapatkan

pemasukan (income), di sisi lain harus menerima iklan yang

kadang-kadang tidak sesuai dengan etika, yang tujuannya hanya

untuk kepentingan bagi pemohon iklan (produsen) agar barang

alau jasanya ddpat laku di pasaran dan menghasilkan
keuntungan yang besar.

Seringkali iklan di iklan Mediatama Pariwara (Billboard)

‘ swasta tanpa disadari melanggar rambu-rambu kode -etik

periklanan  sehingga dampaknya merugikan masyarakat
(konsumen) itu sendiri.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang
pembuatan materi iklan, peraturan tersebut adalah Kode Etik
Periklanan Indoresia yang mengatur tentang Tata Krama dan
Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI). Tata Krama dan tata
Cara Periklanan ini pertama kali dirumuskan tahun 1981 oleh

 Konvensi Periklanan yang diselenggarakan pada tanggal 17

September 1981.
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Karena perkembangan periklanan di Mediatama Pariwara
(billboard) yang semakin cepat, maka diadakanlah konvensi
periklanan Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta tanggal
19 Agustus 1996. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan
Indonesia mendapatk;m beberapa penyempurnaan.

Penyusun tata krama tersebut adalah *:
1) Asosiasi Perusahaan Periklanan Mediatama Pariwara
Indonesia (AMLI)
2) Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GBPSI)
3) Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI)
4) Persatuan Tklan Mediatama Pariwara (Billboard) Swasta
Niaga Indonesia (PRRSNT)
5) Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS)
- 6) Yayasan Televisi Republik Indonesia (YAYASAN TVRI)
| ) ‘ Beberapa ketenttian pénting yang telah diatur oleh
Komisi Periklanan dalam pembuatan materi iklan adalah
sebagai berikut * '
1) Mengenai anak-anak yang diikutsertakan dalam pembuatan

iklan :

* Wawancara dengan Bapak Suhadi, bagian pemasangan iklan, Juli 2004,
* Wawancara dengan Ibu Yuli, bagian umum, Juli 2004,
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4)

3)

6)
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a. Tidak boleh memperlihatkan adegan yang berbahaya,
menycsatkan atau hal-hal lain yang tidak pantas
dilakukan

b. Anak-anak tidak boleh disertakan untuk periklanaﬁ
produk yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak.

Pemakaian tenaga profesional

Tenaga profesional seperti dokfer, ahli farmasi, tenaga
medis dan paramedis atau atribut profesinya tidak boleh
dipakai untuk mengiklankan obat-obatan dan alat-alat
kesehatan.

Iklan mengenai dana amal harus menerangkan dengan jelas
jumlah sumbangan dan badan yang akan menerima
sumbangan

Iklan mengehai déna amal harus menerangkan dengan jelas
jumlah sumbdngan dan badan yang akan menerima
sumbangan

Tklan mengenéi kesempatan berusaha atau investasi tidak
bol.eh menyesatkan serta harus jelas dan lengkap
menyatakan sifat bentuk investasi

I[klan mengenai rokok

a. Tidak boleh mempengaruhi atau merangsang orang

untuk memulai merokok
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b. Tidak boleh menyarankan bahwa merokok adalah sehat
atau bebas dari gangguan keschatan

C. Tidak. boleh menyarankan bahwa merokok adalah hal
yang tidak wajar

d. Tidak boleh ditujukan kepada anak-anak berumur di
bawah 16 tahun dan wanita yang sedang hamil atau
lnenaﬁpakkan mereka dalam iklan

7) Iklan mengenai perumahan

a. Syarat-syarat pembayaran, lokasi, status tanah dari
bangunan harus jelas dan lengkap dicantumkan dalam
iklan atau katalog dalam iklan

b. Rincian pe@bayaran harus dicantumkan dalarﬁ iklan
tersebut, sehingga pihak konsumen mengetahui hak dan
kewajibannya yang timbul akibat pembelian rumah
tersebut -

8) Iklan mengenai obat-obatan

a. Obat-obatan harus sesuai dengan indikasi jenis produksi
yang disetujui oleh departemen kesehatan

b. Obat-obatan yang diiklankan tidak boleh menggunakan
kata-kata, ungkapan atau penggambaran yang

menunjukkan penyembuhan penyakit, tetapi hanya




85

boleh menggambarkan kesan pemberian advice,
keterangan atau rekomendasi penggunaan obat tertentu

. Iklan harus memperhatikan keamanan dari penggunaan
obat-obatan yang diiklankan terutama kepada anak-anak
. Tklan tidak boleh menganjurkan pemakaian obat-obatan
secara berlebihan

. Iklan tidak boleh, bahwa pemakaian suatu obat
merupakan syarat mutlak untuk  mempertahankan
kesehatan tubuh

. lklan tidak Boleh menunjukkan rasa takut seseorang
terhadap suatu penyakit bila tidak menggunakan obat
yang diiklankan

. Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata seperti
“aman”, “tidak lberbahaya” dan sebagainya tanpd
memberi kcteréﬁgan yang lengkap

. Tklan tidak boleh menawarkan diagnosa atau pé'rawatan
melalui surat-menyurat

[klan mengenai obat-obatan tidak boleh menawarkan

pengembalian uang

9) Tklan mengenai alat-alat kosmetika

a. Iklan harus sesuai dengan jenis indikasi produk yang

disetujui oleh departemen kesehatan
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b. Tklan tidak boleh menjanjikan penyembuhan mutlak
terhadap kelcnjar—k;:lcnjar yang tercapai dengan
menggunakan kosmetika tersebut secara teratur dan
| terus menerus
c. Iklan tidak boleh menawarkan pengobatan yang
| ' penyembuhannya berada di luar jangkauan kosmetika
tersebut
10} Iklan mengenai alat-alat kesehatan harus dengan indikasi
jenis-jenis produk yang disetujui oleh departemen
kesehatan
11) Iklan mengenai undian dan hadiah langsung
a. Iklan undian dan hadiah langsung yang mengandung
. partisipasi konsumen harus jelas dan lengkap
menyebutkaﬁ syarat-syarat bagi peserta, hadidh yang
ditawarkan dan jumlah hadiah tersebut
b. Iklan tersebut harus mencantumkan tanggdl penarikan
dan cara mengumumkan pemenangnya
12) Iklan mengenai kursus dan lowongan pekerjaan
a. Iklan yang menawarkan kursus tidak boleh mengandung
janji pekerjaan atau penghasilan tertentu dan pencapaian

kemahiran dalam waktu tertentu
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b. Iklan yang menawarkan pekerjaan tidak boleh secara
berlebihan menyatakan janji dan tunjangan yang
ditawarkan dan menunjukkan adanya perbedaan suku
bangsa, warna kulit dan golongan

13) Iklan mengenai pengobatan dan perawatan tidak boleh
diiklankan, kecuali merupakan pengumuman tentang buka
praktek, tutup praktek dan pindah praktek

Undang-Undanng Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen pada Pasal 17 menyebutkan :

Ayat (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan

yang :

a. Mengelabuhi konsumen mengenai kualitas, ku.antitas,‘
bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta
ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa

b. Mengelabuhi jaminan/garansi terhadap barang dan/atau
jasa

¢. Memuat informasi yang keliru, salah satu atau tidak tepat
mengenai barang dan/atau jasa

d. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian
barang dan/atau jasa

e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seijin

yang berwehang atau persetujuan yang bersangkutan
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f.  Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai periklanan’

Ayat (2) Pelaku usaha dan/atau periklanan dilarang

melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan

pada ayat (1).

| Jika kita mengacu pada Pasal 17 tersebut di atas jelaslah

bahwa pelanggaran etika merupakan pula pelanggaran hukum,

berarti ketentuan dalam tata krama dan tata cara periklanan

Indonesia telah menjadi norma hukum pula.

Dalam periklanan 3 unsur pokok yang terlibat adalah

Sebagai berikut :

1) ?engiklan, bertanggung jawab atas benarhya informasi
tentang produk yang diberikan kepadé perusahaan
periklanan. Tetmasuk juga ikut memberikan arah, batasah
dan masukan pada :pesan iklan sehingga tidak terjadi janji
yang berlebihan atas kemampuan nyata suatu produk.

2) Perusahaan Periklanan (pemohon iklan), bertanggung
jawab atas ketepatan unsur persuasi yang dimasukkannya
dalam pesan iklan, melalui pemilahan dan penilihan
informasi yang diberikan pengiklan, maupun dalam upaya

menggali dan mendayagunakan kreativitasnya

* Wawancara dengan 1bu Suharni, bagian umum, Juli 2004,
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3) Media Periklanan (iklan) bertanggung jawab atas
kesepadanan antara pesan iklan yang dipasang dengan
nilai-nilai sosial budaya dari profil khalayak sasarannya. |

Dari ketiga hal tersebut di atas jelaslah terlihat pelaku
usaha periklanan berdiri sendiri-sendiri, dan hal ini menyulitkaﬁ
konsumen untuk menggugat, karena ketiga unsur pokok tersebut
tidak secara bersama-sama bertanggung jawab bilamana terjadi
gugatan yang diakibatkan olech pemasangan iklan yang
menyesatkan.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian
kepada orang lain. Mewajibkan orang yang karena salahnya

menebitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang harus
mengganti kerugian jika ada pihak yang dirugikan dalam hal ini
adalah konsumen, yang diakibatkan adanya iklant yang
menyesatkan adalah pihak Pemohon Tklan dari pihak ketiga
berhak untuk meminta ganti rugi kepada Pemohon Iklan.

Karena pihak iklan Mediatama Pariwara (Billboard)
hanya sebagai media siar saja, maka tidak dapat diminta

pertanggungjawaban apalagi dituntut untuk mengganti kerugian.
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Biasanya pihak iklan Mediatama Pariwara (Billboard)
scbelum memasang iklan (dalam bentuk brosur) mempunyai
kewajiban untuk mehcoba dan mencermati isi brosur tesebut,
maksudnya adalah untuk mengantisipasi apakah benar-benar isi
materi iklan sudah layak, baik dari segi tekrﬁs maupun isi dari
thateri iklan tersebut tidak metugikan konsumen.

Pihak iklad Mediatama Pariwara (Billbodrd) sejak awal
sudah membatasi diri. Dalarh perjanjian pemasangan iklan ada
klausula yang meriyebutkan bahwa : -

“Pemohon iklan ;ﬁenjamin pihak iklan akan dibebaskan dari
segala tuntutan oleh pihak ketiga, jika materi iklan terriyata
merugikan pihak ketiga tersebut”.

Dati klausula tersebut sudah jelas jika ada iklah yang
menyesatkan . atau merugikar-l konsumen maka pihak yang
paling bertanggung jawab adalah pemohon iklan.

Akibat hukum tuntutan pihak ketiga tersebut diatur dalat
Undang-Undang Nomor 8§ tahun 1999 f;entang Perlindungan

Konsumen, Pasal 20 menyatakan :

“Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas yang
diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan iklan tersebut”

Pelanggaran Pasal 20 dapat dikenakan ancaman administratif
berupa :

“Penetapan ganti rugi sejumlah maksimum Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) atau bila terjadi pelanggaran Pasal 9, 10,

< oy o
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13 ayat (2} dan 17 ayat (1) ancaman hukumannya adalah pidana
penjara maksimum S (lima) tahun atay pidaa denda maksimum
Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupigh).
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Setelah  penulis  melakukan penelitian, pengamatan,
menganalisa kemudian membahas secara mendalam data -yang
diperoleh, akhirnya penulis sampai kepada penarikan kesimpulan
dari pclaksanaan perjanjian pemasangan iklan antara biro iklan
dengan biro iklan pémbayaran swasta di Semarang, yaitu sebagai

berikut :

1. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata mehjadi dasar hukum dari syarat

petjanjian pemasangan iklan sehingga secara hukum perjanjian
tersebut dianggap sah. Jenis perjanjian pemasangan iklan tersebut
termasuk daleltm petjanjian untuk melakukan pekerjaan dan lebih
khususnya adalaﬁ perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu,
yang diatur dalam pasal 1601 KUH Perdata.

2. Jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak
maka akibat hukum yang dapat dibebankan berupa ganti kerugian
yang tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya sehingga
ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam musyawarah

yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
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3. Sedangkan jika terjadi overmacht, maka kedua belah pihak tetap
berkewajiban  memenuhi  semua kewajibannya, termasuk
kewajiban di dalam menyelesaikan utang-piutang dan
administrasi lainnya yang belum terselesaikan. Dalam perjanjian
pemasangan iklan terjadi tuntutan oleh pihak ketiga akibat adanya
iklan yang mcnycsatkén, yang bertanggung jawab adalah biro

iklan.

B. SARAN-SARAN
Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut di atas, maka dapat
dikemukakan saran-saran Sebdgai berikut :

1. Perjanjian pemasangan iklan pada biro iklan (billboard)
swasta yang sudah disepakati, hendaknya dilaksanakan
dengan itikad baik sehingga maksud dari perjanjian akan
tercapal.

2. Agar pembayaran iklan oleh i)i'ro iklan tidak seldlu terjadi
hambatan, pihak media iklan swasta hendaknya lebih
membenahi’ administrasinya. Karena salah satu faktor yang
menyebabkan terjadinya kelambatan dalam pembayaran
iklan selain karena pihak biro iklan terlambat mengirimkan
invoice dan bukti pembayaran iklan juga kesalahan dalam

pengisian bukti pembayaran tersebut. Begitu juga dengan

A
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biro iklan hendaknya konsekuen dengan isi perjanjian
sehingga tidak merugikan pihak pemasang iklan.

. Biro iklan dalam menciptakan materi iklan harus mengikuti
Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia dan
Undallg-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen Pembuatan Materi Iklan.

. Pengawasan dan pengecekan isi materi iklan harus terus
dilaksanakan agar terhindar dari tuntutan pihak ketiga, pihak
biro iklan pembayaran swasta harus berani menolak jika
dirasa isi materi iklan merugikan pihak ketiga, sehingga
pihak media iklan bukan hanya sekedar mencari pendapatan

saja tetapi dari segi etika dan moral juga harus diperhatikan.
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